BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI P
NOMOR™ TAHUN 2022

TENTANG

FEMBENTUKAN, ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

DAERAH SATUAN PENDID

Menimbang

Mengingat

THKAN PADA DINAS PENDIDIKAR DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

REUPATI PESAWARAN,

- bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7

Feraturan Daergh Kabupaten Pesawaran Nomer 4 Tahun 2021
lentang Pembentukan dan  Susupan Perangkat Daerah
“abupaten Pesawarar ditetapkan oleh Bupati:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
hurufl a tersehut diatas, dalam rangka menduloun E pelaksanaan
tugas teknis oprasional dan/atau telmnis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatkan pelavanan
masvarakar di dacrak agar berjalan lancar. tertil:

Zar  berhasilguna perly menetapkannya deng
F‘.u]'mn

kKepada
berdavaguna.
an Peraturan

hahwa berdasarkan pertimbangan
huruf a dan huruf b d; acas,

Peraturan Bupat tentang Pembentukan, Grganisas: dan Tara
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis

Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawsaran:

s:bagaimana dimaksud
dipandang perly membentuk

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan Perimbangan

(=]
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pererintahan Dasrah

(Lembaran Negara Republil: Indomnesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republils Indonesia Nomeor 4438):

- Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republit Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
lLembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomar 47448},

Wndang Namor L2 Tahun 2051 tentang Pembentukan Peraturan
F‘:ruln:lurlp,-undungan Lembaran Nepara Repubiik Indonesia
lahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomer 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubshan Atzs
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulan
Peraturan Perundang-undangan {Lerabaran Ne

Eara Republik
indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);



P Hergiyran Pemenntah  Nomar 12 Tahupn 2019

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t

Undang-Undang Nomoer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 6, Tambahan Lembaran Megara Repubhk Indonesia
Nomaor 3494,

JIndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tabun 2014
Nomuor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhis
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2030
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

ORI P

Undang Nomor 12 Takun 2011 tentang Pembentukan Peraturar
F'z!mm:laug-unda.ngun |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201! Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomaor 2234}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Unda.ng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undanpan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2019 Nomaor 183, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 6308},

Uncdang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparawur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
WNamare 244 Tambahan I emharan Negara Renuhlik Indorezis
Mol abs 'y, sebagaimana telah dsubah beberapa kali terakhur
dengan Uncang: Undarg Nomor |1 Tahun 2020 tentang Cipia
hena  (Lemoaran Negara Republik Indonesig Tahun 2020

Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan [Lembaran Negara Republik  Indenesia

Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomoar 5601);

entang Peranghkut
Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016

Nomer 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2019 tentan

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daeraly {Lembaran  Nepara Republik

Indonesia Tahun 2019 Momor 187, Tamhbahan Lembaran Megrra
PR LR T deicsime Namugr Bialid ],

e lang
Pengelolaan Keuangan Daerah ILembaran Negara Repuhl
indonesia Tahun 2019 Nomar 42, Tambahan Lem
Republik Indenesia Nomar 6322

-

baran Negara



Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG

| 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Pembentulen Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterd Dalam
Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembenwkan Produk:

Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157):

FY Peratusan Menter Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

erntanp
S PTUN FETE "I'I"l'ﬂ"r'll,- Prall

Han klasimkas Cabeng Jinas dan Lt

Pelaksana Tekmis Daerak.
|5 Peraturan Menter; Dalam Megen Nomer %0 Tahun 2010 tentang
klazifikas;, kodefikast  dan Nomenklatur, Perencanaan

Fembangunan dan Keuvangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1447,

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
teritang  Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah

\Lembaran Daerah Rabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 j;

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 202] tentang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Rerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Yalam Peraturan ini yang cimakaud dengan .

8
%
3.

Al

Daerah adalah Kabupatsn Pesawaran.
Bupati adalah Bupati Pesawaran,

Dinas Pendidikar, dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
Kepaia Dinas adal

ah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawarar.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanju
unit pelaksana tugas teknis untuk melaks
dan/atau kegiatan teknis penunjang

#An Kalipatrn Pesawarn

tnya disingkat UPTD adalah adalah
anakan kegiatan teknis operasional
tertentu pada Dinas Pendidikan dap
SAtan Uenddikan adalah (g Pelaksana
WHentubk Satuin Pendidikan formal
hahuparen Pesawaran

f‘».-aluan P'e:'u-jl-_:l:i]_-can Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalak aclompok
Lavanar Pendidikan vang menyelenggarakan Program Pendidikan Formiat meliput
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Teknis Darrah Saruan Perdidilean
dan Satuan Pendidikan Nap Formal d;



o

14.

19

12

Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah

Kelompok Layanan Pendidilan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nen
Formal,

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satyan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Sawan  Pendidikan Formal Taman Kanak-kanalk Megeri

Yang selanjutnva
thznghar 8PF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Fo

rmal Taman Kanak-kanak

Pl o

soluan M'endidikan Farmal Sekolah Dasar Negen yang selanjutrnva disingkar SPF
SU Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negen di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menen
Cisingkat 5PF SMP Negeri adalah Satuan

Fertarmna Negeri di Hebupaten Pesawaran

gah Pertama Negeri vang selanjutnya
Pendidikan Formal Sekolah Menengah

Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang disel=nggaraksn untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anak usis dini, pendidilian
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan  kerrampilan dan relatihan  kerja. pendidikan keseraraan, serta

P A ke, el MENEEMIANEKAN HEeMAMABUAT Desert

TR

Frogram Pendulikan Anak Usia Ding yang selanjutnyva disingkar Program PAUD
adalah program pendidikan vang ditujukan kepada anak sejak lakir sampai
dengan usia 5 (enam) tehun vang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pencidikan untuk membanty pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lehih lanjut.

Jabatan Fungsional adalah seke:ompok jabatan vang bensi fun

berkaitan dengan pelayanan fun gsienal yang berdasarkan pada ke
keterampiian tertentu,

g5l dan tupgas
ahlian dan atau

BAB II
PEMBENTUKAN

Pagal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidarg Pendidikan berupa Saruan
Perdidil im pada Ninas terdie fras

A SPF TK Negen

Lo =k 50 Negen,

¢ 3PF SMP Negeri; dan

g SPNF Sanggar Kegiatan Belajar,

Momenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebaga,
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,



BABE III
KEDUDUILAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Hesatu
Kedudukan

Paszal 3

satwat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pa

sal 2 merupakan
Hiadl priansana teknis Dinas yang melaksanakan

4 ACEINLAn teknis operagional; dan/arau

Kegatan weknis PeniUnjang tertentu

4 UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana d

imaksud pada ayat |1) dipimpin oleh
hepala UPTD Satuan Pendidikan

(3} Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang
berkedudukan dibawsh dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas

Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada avat (2

merupakan jabatan fungsional guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SPNF

sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawakh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B

Bagian Hedus
Susvnan Organisasi

Pasal 4
Vil 3usunan Organisasi UFTD Satyan Pendidikan terdini dari
a. hepula Sekolah;
b. Kelompok Jabatan rungsional: dan
¢ Kelompok Jahatan Pelaksana.

1] Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantym

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Feraturan
Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Baglan Kesatu
Umum

Pasal 5

(1 UPFTD Satyan Pendidikan adalah Kepala Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar,

2] UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungs: :

4. melaksanaan dar pengaturan proses belajar mengajar;



i2

i1

b. melaksanakan pembinasn dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolaq
olzhraga dan keseniar, pelajar d: sekolah.

. melaktanakan pembinaan dan pengorganisasian  pendidile,

tenaga
kerpenclidikan dy sekaiah

ke il #a v | TR RN . ] [ T Lei '.:||.I.—|._

| melAasatakAan Ad IS rast Ktlartausaiaan i-H'ﬁ-IH"-l.i-].ir-,

Ketenagaan, sarana
prasana dan keuangan;

I melzksanakan pemantauan dan evatuas pelaksanaan tugasnyva

g melassanaan fungsi lain yang diberikan oleh hepala Dinas sesuar ketentuan

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 6

Kepala Sckolah sebagaimarna dimaksud dalam Pasal 4 huruf merupakan
jabatan fungsional gury atay pamong belajar yang diberikan tupas tambahan,

vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala Dinas melaly Sekretaris Dinas,

hepala Sekolah memiliki Fungsi :

I BB a M s S RA T mengarabkan, men

goordinasikan dan mengawas proses
kegiatan belajar MEngd)ar,

o menvelenggarakan administrasi perencanaan, Pengorganisasian, pengarahar
dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan,  kurikulyum.

S H
RESIEW AN .
Kelatausahaan, ketenagaan dan Barana;/prasarana: dan

L. mengatur Kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi kesiswaan,

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Relompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud rada pasal 4 huruf b
merupakan gurd atau pamong belajar vang mempunya: tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuaj dengan keahlian dan kebuiyhan Yang
Aalam melakeanakan tugesnva herarda dihawah dan hﬁﬁangqung rawah kepada

R E L EE R L TR E T

PLHIPUs Jabalan Fungsional sebagaimans dimaksud pada ayal |11 mempunyal
fungsi

#  melaksanakan pembuatan perangkal pembelajaran;

b, melaksanakan kegiatan pembelajaran;

melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelaiarar
d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;

€. menvusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;



(2

[3)

(2)

melaksanakan pengimbasan pengetah'ian kepada pur: lain dalam proses
xegiatan belajar mengajar;

skl pR il bl peliaian  alan PEfdRa,

(BLE SENT, .':-_.:--..—.'1|'|a4|'|p;r-.q'-'| HIEADD tan |!u'l'|gt'1'nhﬁ."|£.-|.!'! i-;.a.r.-_n,f.-;;--r (L AS R o bt
did:k;

mengadakan pengembangan program PENgAjaran vang menjad,

tanggung
|awiibnya;

J. membual catatan tentang kemajuan hasil belajar;

mengisid an mencliv daflar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
melakeanakan tugaz lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelempok Jubatan Pelaksana

Fasal B

wrinmeale  labatad’ Palgkaiia srhagmmana. dimaksud pada nasal 3 hus

PETUREREN  lenaga  kependidkan bertugas  melaksanakan adminisiras:,
i igelolaan dan pelavansn jekms Wikluk MENUAJANE proges pendidikan pada
Salean Pendidikan, ¥ang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
hertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

helompok Jabatan Pelaksana terdin dan jabatan pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdini dan :
a. Pengadministrasi Umum;

b. Pengadministrasi HEUE.IIIEE.H:

¢. Pengadministrasi Kepegawaian; dan

d, Jabstan Pelaksana lain sesuaj ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, Jjenis, kebutuhan dan beban
kerja.

BAB V
KOUORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pusal 9

Dalam rangka peccepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan adminisras:
pada Batuan Pendidikan dj wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilavah
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non strulktursl pada setiap
kecamatan dj wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimalsud pada
ayat (1] dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
disamping tugasnyva sebagal pejabat fungsional, atau dari pegawal Aparatur Sipil

Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan panglar
minimal 111 /c.



(5]

(6]

(1)

(2]

{4

{3)

(&)

IR WAV AN Ry At A LTI E t'endicikan E.L'I::-uga-.:'uun.'-_ -;,i'_j‘.i.‘.h::.;_._' Rzt i
'omangkal dan diberhentikan  oleh Kepala Dinas Pendidikan
perseiuan Bupat)

Wntuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilavah Kecamatan Hidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serig Pegawal Aparatus

Sipil Negara yang sebelumnya digunakan wunit pelaksana teknis daeeh
Pendidikan Kecamatan.

Keordinator Wilayak Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud paca

avat (1], mempunyai iugas melakukan koordinasi lavanan administras;
satuan pendidikan di wilayah herjanva.

pacda

Roardinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayal {1). mempunyaj fungsi :

a. melaksanakan Pengumpilan data peserta didik, sarana, prasarara, pendidik,

dan tenaga kependidikan Pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
meakzanakan renERAministragian 1isnl kenatkan nangkar dan angka kredir
PRI W bt e b n

I'l
i gt i
1 LR UL TRE SIS TN

metrksanakan koordm vs lomba-lomba o wilavah kemanva

d. melakaanakan tugas administrasi di lingkungan koordinazor wilavahi; dan

€ melaksanakan pelaporan pelaksanaan rugas kepadz kepala dinas pendidikan
kabupaten.

BAB VI
TATA KERJA

Paszal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinatar Wilayah, Kelompok
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi. integrasi, sinlronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar
unit lainnya.

SENAp MIMPINan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya MaAsing-masing
cb el e PR I GATEAL sz | mengamnl langkah-langkak vang diperlukan

SALARD mmpnan satuan UFganisast  bertanggung Jawab  memimpin  dan

mengkoorilinas; bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bag: pelaksanazn tugas bawahannya,

sSeliap pimpinan satuan arganisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk da
bertangeung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat wakiy.

Seliap ‘aporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannyva
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untulk penyusunan laporan Iehik
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya,

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada at:san, tembugan laporan
wajib cdisampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyal hubungan kerja.



BAEB VI
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

hepala Bekolah. Jabatan Furgsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentkan
oleh Bupau sesuaj dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

o A

tran Bupati in miiag herlas g asiai tangeal divndangkan

M seLAD areng mengetahwinva, me

Mmieritahlkan pengundangan Peraturan Bupati i
HEal penempatannya dalam Beiita

L1l Laerah Kabupaten Pesawaran.
Ditetapkan dy Cedong Tataan
Pada tanggal 71 715 hBari 2032

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan d; Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamus ri 20e2

Plh. SEKRETARIS D K%ATEH PESAWARAN,

svb

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TARUN 2022 Nomo

R 52s
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"8 | SMPN 8 PESAWARA | UPTD SMPN 8 PESAWARAN esa Maja
"9 | SMPN 9 PESAWARAN UPTD SMPN 9 PESAWARAN csa Mada Jaya o Twm KHILA "~ Tlos10589 7’ '
710 [SMPN 10 PFESAWARAN | UPTD SMPN 13 PESAWARAN " .esa Padang Cermin J PADANG CLII . | 10800533 |
11 | SMPN 11 PESAWARAN UPTD SMPN 11 PESAWARAN " esa Kresno Widodo | TEGINENENC | 10800537

12 | SMPN 12 PESAWARAN [ UPTD SMPN 12 PESAWARAN ' \zsa Sukajaya T WAY KHILAL 10800535
mﬁm’l‘ﬁ?FESAWAMN UPTD SMPN 13 PESAWARAN i esa Banding Agung PUNDUH PEDAL'A | 10800541
| 14 [SMPN 14 PESAWARAN UPTD SMPN 14 PESAWARAN esa Padang Cermin PADANG CERM!™ 10800510
| - : 1 : SEee—— Ts—

16 | SMPN 16 PESAWARAN [ UPTD SMPN 16 PESAWARAN  :csa Batu Raja —:_umv LiRA | 10810289

| ) B i i : | .
18 | SMPN 18 PESAWARAN UPTD SMPN 18 PESAWARAN | i)esa Karang Rejo NEGER[ KATON 10800545
19 | SMPN 19 PESAWARAN UPTD SMPN 19 PESAWARAN  Desa Sukadadi GEDONG TATAIN | 10810430

20 |SMPN 20 PESAWARAN UPTD SMPN 20 PESAWARAN  Dlesa Sukajaya Maja PUNDUH PEDADA | 10814578

21 | SMPN 21 PESAWARAN UPTD SMPN 21 PESAWARAN J T — NEGERI KATON 10814577

22 | SMPN 22 PESAWARAN UPTD SMPN 22 PESAWARAN | Desa Taman Sari GEDONG TATAAN | 10814579

23 | SMPN 23 PESAWARAN UPTD SMPN 23 PESAWARAN | Desa Gunungrejo WAY RATAI 10811878 |

24 SMPN 24 PESAWARAN T e hN 04 PESAWARAN | Diesd Peaawarai, KEDONDONG 10814998

25 | SMPN 25 PESAWARAN UPTD SMPN 25 PESAWARAN | Desa Sukadadi T [TELUK PANDAN | 69769624
26 |SMPN 26 PESAWARAN "UPTD SMPN 26 PESAWARAN ] Desa Karang Anyar | GEDONG TATAAN | 69849415
27 | SMPN 27 PESAWARAN 'UPTD SMPN 27 PESAWARAN | Desa Kurungan Nywa | GEDONG TATAAN 69978091 |

28 | SMPN 28 PESAWARAN UPTD SMPN 28 PI"Sf‘.WnRﬂN "1 >esa Batang Hari Ogan | TEGINENENG | 69978651 |
| 29 |SMPN 29 PESAWARAN UPTD SMPN 29 PESAWARAN | Desa Penyandingan MARGA PUNDUH 559 78816




"30 | SMPN 30 PESAWARAN UPTD SMPN 30 PESAWARAN Jes Nay Layap | GEDONG TATAW 10811574, -
31 | SMPN 31 PESAWARAN UPTD SMPN 31 PESAWARAN  Jess Simbareno | NEGERI KATON 1081as7e |
32 | SMPN SATAP 3 PESAWAZ 1% UPTD SMPN SATAP | PESAWARAN esa Margodadi _jwAvLiMA 10810946
33 | SMPN SATAP 4 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAF 2 PESAWARAN | Dess Sumberjaya WAY RATA 10814581
34 | SMPN SATAP 5 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 3 PESAWARAN flcsa Sinariati TEUINEREAD. 10811582
35 | SMPN SATAP 6 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 4 PESAWARAN | Desa Pulau Legundi PUNDUH PEDADA 10814572
36 | SMPN SATAP 7 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 5 PESAWARAN | Dess Way Kepayang KEDONDONG Lt
37 | SMPN SATAP 8 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 6 PESAWARAN | Dess Pulau Pahawang | MARGA PUNDUH 10814583
38 | SMPN SATAD 9 PESAWAKAN  UPTD SMPN SATAP 7 PESAWARAN | Desa fangun Sar 'NEGERI KATOR 10514515

30 | SMPN SATAP 10 FESAWARAN _UPTD SMPN SATAP 8 PESAWARAN | Dcss Negeri Ulangan Jaya | NEGER! KATON 10814629 |
40 | SMPN SATAP 11 PESAWARAN UPTD SMPN SATAP 9 PESAWA EAH | hese talang Mulya TELUK PANDAN 6O9TEE1E

41 | SMPN SATAP 12 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 10 PESAWARAN Dess Sumber Jaya | WAY RATAI T U
42 | SMPN SATAP 13 PESAWARAN I‘fﬁﬁmﬁ'ﬁ“? h | Desa Tanjung Agung | TELUK PANDAN EES I
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